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ABSTRAK 

 
ANALISIS KONTRIBUSI, PERBANDINGAN DARI TAHUN KE TAHUN 

SERTA PREDIKSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH 

 

Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Klaten 
Tahun 2005-2009 

 
        Agustinus Wibowo Amituhu 

NIM: 06 2114 116 
Universitas Sanata Dharma 

Yogyakarta 
2011 

 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) seberapa besar 
kontribusi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli 
Daerah di Kabupaten Klaten; (2) mengetahui bagaimana perbandingan dari tahun 
ke tahun mulai tahun 2005 sampai tahun 2009 untuk pendapatan pajak daerah dan 
retribusi daerah di Kabupaten Klaten; (3) prediksi jumlah Pendapatan Asli Daerah 
dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun 2010 sampai  tahun 
2014. 

 Jenis penelitian adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis kontribusi, angka indeks berantai dan metode kuadrat 
terkecil.  

 Hasil penelitian menunjukkan: (1) kontribusi pajak daerah dan retribusi 
daerah selama lima tahun rata-ratanya sebesar 32,21% dan 23,58%. (2) 
Perbandingan dari tahun ke tahun untuk  pendapatan pajak daerah pada tahun 
2005 sebesar 100%; pada tahun 2006 sebesar 134,12%; hingga tahun 2009 
sebesar 119,91%. Sedangkan untuk pendapatan retribusi daerah pada tahun 2005 
sebesar 100%; pada tahun 2006 sebesar 96,82%, hingga pada tahun 2009 sebesar 
103,91%. (3) Prediksi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten 
Klaten untuk tahun 2010 diprediksikan sebesar Rp 22.882.976.467 dan pada tahun 
2011 diprediksikan sebesar Rp 25.468.954.197 dan seterusnya hingga tahun 2014 
diprediksikan sebesar Rp 33.226.887.389. Sedangkan untuk pendapatan retribusi 
daerah diprediksikan pada tahun 2010 sebesar Rp 33.675.390.844 pada tahun 
2011 diprediksikan sebesar Rp 36.334.722.575 dan seterusnya hingga pada tahun 
2014 diprediksikan sebesar Rp 44.312.717.768       
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ABSTRACT 
 

CONTRIBUTION ANALYSIS, YEAR TO YEAR COMPARISON AND 
THE PREDICTION OF REGIONAL TAX AND RETRIBUTION 

TOWARD REGIONAL ORIGINAL REVENUE 

A Case Study at Regency Government of Klaten, 2005-2009 

AgustinusWibowoAmituhu 
NIM: 06 2114 116 

Sanata Dharma University 
Yogyakarta 

2011 
 

 The aims of this study were to know (1) how big was the contribution of 
regional tax income and retribution toward regional original revenue at regency 
government of Klaten; (2) to know year to year comparison from  2005 until 2009 
for regional tax income and retribution in the regency of Klaten; (3) the prediction 
of regional original revenue from regional tax income and retribution for 2010 to 
2014. 
 The type of this study was case study. The writer used interview and 
documentation for collecting data. Analysis of contribution, chain index number 
and least square method were used by the writer for data analysis techniques. 
 The conclusion of this study showed: (1) the average of regional tax and 
retribution contribution was for five years 32,21% and 23,58%. (2) the year to 
year comparison of regional  income in 2005 was 100%, in 2006 was 134,12% 
and 119,91% until the year of 2009. Besides, the regional retribution income in 
the 2005 was 100%; in 2006 was 96,82% until the year of 2009 was 103,91%. (3) 
the prediction of regional tax income and region retribution of Klaten regency in 
2010 was Rp 22.882.976.467 and in 2011 was Rp 25.468.954.197 and so on until 
2014 was predicted as much as Rp 33.226.887.389. And for regional retribution 
income, it was predicted as much as Rp 36.334.722.575 in 2011 and so on until 
2014 it was predicted as much as Rp 44.312.717.768. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



viii 
 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

melimpahkan kasih dan rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Kontribusi, Perbandingan Dari Tahun 

Ke Tahun, Serta Prediksi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Sanata Dharma. 

Penulis sadar bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini berkat bantuan, 

bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini 

dengan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih 

kepada: 

1. Dr. Ir. P. Wiryono Priyotamtama, S.J., selaku Rektor Universitas Sanata 

Dharma. 

2. Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Sanata Dharma. 

3. Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si., Akt., QIA., selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma. 

4. Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA, selaku Dosen Pembimbing yang telah 

dengan sabar memberikan bimbingan, masukan, dan saran dalam penulisan 

skripsi ini. 



x 
 

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma yang 

telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis. 

6. Bapak dan Ibu pegawai Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten yang telah memberikan ijin dan 

membantu dalam mencarikan data. 

7. Alm Bapak Aloysius Soebekti dan Ibuku Ignatia Rudatini yang telah 

melahirkanku dan selalu memberikan nasehat, masukan, doa, serta kasih 

sayang sehingga penulis selalu termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. 

8. Kel. Ir. Christianto Budi Raharja yang telah memberikan kepercayaan yang 

besar,doa dan biaya untuk kuliah di Universitas Sanata Dharma. 

9. Mas Wahyu, yang telah memberikan dukungan berupa doa, biaya untuk kost 

di Jogja,dan perhatiannya. Banyak pelajaran hidup yang saya dapatkan Mas. 

10. Kel. Setyawan, yang tiap minggu dan tanggal tua saya repotkan dengan uang 

untuk ngeprint, makan, dan biaya hidup di Jogja. Terima kasih atas segala 

bantuannya mas. 

11. Paulina Ni kadek Verdela C, yang memberikan semangat, nasehat, doa, dan 

segala bantuan yang tidak dapat saya ucapkan satu per satu, ingat kita harus 

sukses. 

12. DK 5519 CD dan DK 3276 XU yang selalu setia menemani selama empat 

tahun ini. 

13. Teman-teman Prayan boy’s, Hery, Eka, Teo, Wahyu, Agu, Christ, Albert, We, 

dan Evry saya ucapkan terimakasih atas doa dan dukungan kalian. 



xi 
 

14. Teman-teman Akuntansi angkatan 2006 dan teman-teman  MPT yang tidak 

dapat saya sebutkan satu persatu saya ucapkan terimakasih. 

15. Sahabat-sahabatku, Adit, Aji, Eka, Famela, Rere, Wulan, Yudha, dan temen-

temen kost Paingan lainnya, serta teman-teman Sidowayah lainnya terima 

kasih atas semangat, dorongan, dan inspirasinya. 

16. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini 

yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini 

dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis, oleh karena itu 

penulis menerima segala kritik, saran, dan masukan yang membangun atas skripsi 

ini, untuk tujuan yang lebih baik dimasa yang akan datang. Penulis berharap 

skripsi yang jauh dari sempurna ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 

 

 

 

Yogyakarta, 31 Maret 2011 

 

Agustinus Wibowo Amituhu 



xii 
 

DAFTAR ISI 

 

 Halaman 

HALAMAN JUDUL    ………………………………………………………       i 

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING   ……………………………     ii 

HALAMAN PENGESAHAN   ………………………………………………    iii 

HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO   …………………………. .     iv 

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA   ….....................................................    v 

ABSTRAK   …………………………………………………………………...   vi 

ABSTRACT    …………………………………………………………………   vii 

PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH   …………………………   viii 

KATA PENGANTAR    ………………..…………………………………….     ix 

DAFTAR ISI   ………………………………………………………………..    xii 

DAFTAR TABEL ……………….……………………………………….. xvii 

DAFTAR DIAGRAM   DAN GRAFIK   …………………………………....    xix 

 

I. PENDAHULUAN    ………..…...…………………………………..     1 

A.   Latar Belakang Masalah …………………………………………. 1 

B.   Rumusan Masalah ………………………………………………… 3 

C.   Batasan Masalah …..…………………………………………… 3 

D.   Tujuan Penelitian     ……..…………………………………………… 5  

E.   Manfaat Penelitian   ……..……………………………………………    5 

F.    Sistematika penulisan .……..………….…….………………… 6 



xiii 
 

II.  LANDASAN TEORI ……………………...…………………………… 8 

A.   Otonomi Daerah ………………………………………………… 8 

1.  Pengertian Otonomi Daerah …………….…………………… 8 

2. Prinsip-prinsip pemberian Otonomi Daerah ……………………  9 

3. Indikator Keberhasilan Otonomi Daerah ………………………  9 

B.   Pendapatan Daerah ..…….………………………………………...  10 

1. Pengertian Pendapatan Daerah ………….………………………  10 

2. Sumber-sumber Pendapatan Daerah ………..………………….  10 

C.   Pajak   ………………………………………………………………..     12  

1. Pengertian Pajak    .….…………………………………………….    12 

2. Fungsi Pajak    …………………………………………………….    13 

3. Syarat Pemungutan Pajak   ……………………………………….    14 

4. Pengelompokan Pajak   ……………………………………………   15 

5. Asas Pemungutan Pajak    …………………………………………   16 

D.   Pajak Daerah   ………………………………………………………      17 

1. Pengertian Pajak Daerah   …………………………………………    17 

2. Jenis Pajak Daerah   ……………………………………………….    17 

3. Kriteria Pajak Daerah   ……………………………………………    24 

4. Tarif Pajak Daerah   ……………………………………………….   26 

5. Tolak Ukur Penilaian Suatu Pajak Daerah   ……………………….   26 

E.     Retribusi Daerah   ……………………………………………………   28 

1. Pengertian Retribusi Daerah   …………………………………….   28  

2. Ciri-ciri Pokok Retribusi Daerah   ………………………………..   29 



xiv 
 

3. Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah   ……………………….   29 

4. Jenis Retribusi Daerah   ………………………………………….    30  

5. Objek Retribusi Daerah   …………………………………………   33 

6. Subjek Retribusi Daerah   ………………………………………..    34 

III. METODE PENELITIAN  …………………...……………………………   36 

A.    Jenis Penelitian……………………………………………………….   36 

B.    Lokasi Penelitian      ..……………………………………..................  36 

C.   Subjek dan Objek Penelitian ……………..………………………...  36 

1. Subjek Penelitian   ……………………………..………………….  36 

2. Objek Penelitian    ………………………….…………………….   36 

D.   Data yang Dicari ……………………………………………………    37 

E.   Teknik Pengumpulan Data ……….…………………………………    37 

1. Dokumentasi ……………………….…………………………    37 

2. Wawancara …………………………………………….………    37 

F.   Teknik Analis Data …………….……………………………….…    38 

1. Permasalahan Pertama ……………….…………………………     38 

2. Permasalahan Kedua .….....…………………………………     38 

3. Permasalahan Ketiga          ……………………………………….     39 

IV. GAMBARAN UMUM KABUPATEN KLATEN   …………………….      42 

A. Sejarah Klaten    …………………………………………………….      42 

B. Kondisi Fisik   ………………………………………………………..      42 

     1. Letak dan Luas Wilayah   ………………………………………….      42 

    2. Topografi   ………………………………………………………….      43 



xv 
 

    3. Ketinggian Daerah   ………………………………………………...     44 

    4. Klasifikasi Tanah   …………………………………………………      44 

C.  Pemerintahan   ………………………………………………………..     45 

1. Wilayah Administrasi   ……………………………………………    45 

2. Kepegawaian   ……………………………………………………...   45 

3. DPRD   ……………………………………………………………..   45 

4. Pertanahan   …………………………………………………………  46 

D.   Penduduk   ……………………………………………………………..  46 

        1. Jumlah Penduduk dan Pertumbuhannya   ………………………….  46 

E.   Tenaga Kerja   …………………………………………………………   47 

F.   Sosial   …………………………………………………………………   47 

       1. Sosial dan Pendidikan   …………………………………………….   47 

       2. Kesehatan   …………………………………………………………   48 

       3. Peradilan   …………………………………………………………..  48 

       4. Agama   ……………………………………………………………..  49 

G.   Pertanian   ……………………………………………………………... 49 

       1. Luas Daerah   ……………………………………………………….. 49 

       2. Luas Penggunaan Lahan   …………………………………………... 50 

       3. Pertanian Tananaman Pangan   ……………………………………..  51 

       4. Perkebunan   ………………………………………………………..  51 

       5. Pertenakan dan Perikanan   …………………………………………  52 

V. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN ……………….………………  53 

A.   Deskripsi Data …………………………………………………     53 



xvi 
 

B.   Kontribusi Sektor Pajak Daerah dan Retribusi Terhadap PAD di 

Kabupaten Klaten   …………………………………………..……....   53 

C.   Perbandingan Dari Tahun ke Tahun Pendapatan Pajak Daerah             

       dan Retribusi di Kabupaten Klaten Selama TA 2005 s/d 2006   ……… 61 

D.  Prediksi  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk  

 TA 2010 s/d 2014   ……………………… …………………………    66     

VI. PENUTUP  ……………………..…………...…………………………… 79 

A.   Kesimpulan ……………………………………………………… 79 

B.   Keterbatasan Penelitian ….…..……………………………………... 81 

C.   Saran …………………..…..……………………………………... 81 

DAFTAR PUSTAKA  ………….…..…………...…………………………… 84 

LAMPIRAN   ………………………………………………………………....   86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 
 

DAFTAR TABEL 

 Halaman 

Tabel 1 Subjek Pajak dan Wajib Pajak untuk Pajak Daerah Kabupaten/Kota…   25 

Tabel 2 Subjek dan Objek Retribusi Daerah   …………………………………   34 

Tabel 3 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten  

Klaten Tahun  2005 sampai dengan tahun 2009   …………………….  46 

Tabel 5 Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam PAD Kabupaten  

              Klaten Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2009   …………………….  54 

Tabel 6 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Klaten Tahun  

              2005 Sampai dengan Tahun 2009   …………………………………..   58 

Tabel 7 Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Klaten Tahun 

             2005 sampai dengan Tahun 2009   ……………………………………   58 

Tabel 8 Angka indeks Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam PAD  

             Kabupaten Klaten Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2009   ………...   66 

Tabel 9 Perhitungan Trend Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten  

            Klaten Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2009   ……………………..   70  

Tabel 10 Hasil Prediksi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Klaten Tahun 
 

2010 sampai dengan Tahun 2014   …………………………………….   73 
 
Tabel 11 Hasil  Prediksi Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Klaten Tahun 
 

2010 sampai dengan Tahun 2014   …………………………………….   76 
 
 
 
 
 

 



xviii 
 

Tabel 12 Prediksi Pendapatan Pajak Daerah danRetribusi Daerah Kabupaten  
    Klaten Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014   …………………..   77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xix 
 

DAFTAR DIAGRAM DAN GRAFIK 

 

Diagram 1 Lahan Sawah Menurut Jenis Irigasi di Kabupaten Klaten   ………..  51 

Grafik 5.1 Trend Pajak Daerah Tahun 2007 s/d Tahun 2014   ……………….... 77 

Grafik 5.2 Trend Retribusi Daerah Tahun 2007 s/d Tahun 2014   …………….. 78 



1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tujuan pembangunan nasional menurut GBHN adalah mewujudkan 

masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spiritual 

berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Secara garis besar tujuan pembangunan 

adalah meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia. Untuk mempercepat tujuan 

pembangunan nasional, pemerintah memberikan otonomi daerah yang luas 

kepada setiap daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 32 Tahun 2004. Dalam rangka menerapkan sistem otonomi daerah, 

setiap daerah membutuhkan investasi dalam jumlah yang besar yang 

pelaksanaannya harus berdasar pada kemampuan daerah itu sendiri. Maka  

dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan, suatu daerah 

dituntut lebih jeli dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah 

untuk mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.  

Untuk menerapkan sistem otonomi daerah yang nyata dan bertanggung 

jawab, daerah otonom diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur 

dan mengurus daerahnya sendiri. Dengan adanya otonomi daerah ini, 

memudahkan bagi pemerintah daerah otonom untuk memberikan pelayanan 

kepada masyarakat dan bagi masyarakat itu sendiri adalah untuk memantau 

dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari APBD. Selain itu, 

pemerintah daerah otonom harus dapat menggali segala potensi yang dimiliki 
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untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan 

kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat (Firma dkk, 2006: 

35). Salah satu yang menjadi tolok ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam 

melaksanakan otonomi daerah adalah dengan mengukur seberapa besar 

kemampuan keuangan suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. 

Sumber penerimaan daerah salah satunya berasal dari Pendapatan Asli 

Daerah.  

Kabupaten Klaten adalah salah satu daerah yang masih sedikit dalam 

memiliki Pendapatan Asli Daerah. Selama kurun waktu lima tahun, yaitu 

tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, Kabupaten Klaten masih bergantung 

pada dana perimbangan. Kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli 

Daerah belum mampu memberikan hasil yang optimal bagi penerimaan 

daerah. Salah satu komponen utama dari Pendapatan Asli Daerah yaitu pajak 

daerah dan retribusi daerah juga belum mampu memberikan hasil yang 

optimal bagi Pendapatan Asli Daerah. Bahkan kontribusi retribusi daerah 

cenderung menurun selama lima tahun Hal ini menimbulkan pertanyaan 

terhadap keberhasilan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam melaksanakan 

pembangunan ekonomi daerah. Maka dari masalah ini, penulis tertarik 

mengangkat judul Analisis Kontribusi Perbandingan Dari Tahun Ke Tahun 

Serta Prediksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli 

Daerah. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap 

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Klaten? 

2. Bagaimana perbandingan dari tahun ke tahun mulai tahun 2005 sampai 

tahun 2009 untuk pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah di 

Kabupaten Klaten? 

3. Seberapa besar prediksi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada 

tahun-tahun yang akan datang yaitu pada tahun 2010 sampai dengan tahun 

2014? 

 

C. Batasan Masalah 

Pajak daerah  dan retribusi daerah yang dibahas dalam skripsi ini 

dibatasi pada jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diberlakukan, 

dipungut, dan konsisten di Kabupaten Klaten selama lima tahun terakhir yakni 

tahun 2005 sampai dengan tahun 2009. 

a. Pajak daerah 

Adapun jenis pajak daerah yang konsisten ada di Kabupaten Klaten 

selama lima tahun anggaran tersebut, antara lain: 

1. Pajak hotel 

2. Pajak restoran 

3. Pajak hiburan 

4. Pajak reklame 

5. Pajak penerangan jalan  
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6. Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, 

7. Pajak parkir. 

b. Retribusi daerah 

Jenis retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten 

Klaten selama lima tahun anggaran tersebut, yaitu : 

1. Retribusi pelayanan kesehatan 

2. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan 

3. Retribusi bea cetak KTP dan akte catatan sipil 

4. Retribusi parkir 

5. Retribusi pasar 

6. Retribusi alat pemadam kebakaran 

7. Retribusi pemakaian kekayaan daerah 

8. Retribusi grosir dan pertokoan 

9. Retribusi terminal 

10. Retribusi rumah pemotongan hewan 

11. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga 

12. Retribusi ijin mendirikan bangunan 

13. Retribusi ijin gangguan 

14. Retribusi penyedotan kakus 

15. Retribusi penjualan produksi usaha daerah 

16. Retribusi pengujian kendaraan bermotor 

17. Retribusi ijin trayek 

18. Retribusi pelayanan pemakaman umum 
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19. Retribusi SIUP 

20. Retribusi pemanfaatan lahan 

21. Retribusi IUJK 

22. Retribusi pengadaan barang dan jasa 

23. Retribusi ijin dibidang kesehatan 

24. Retribusi penyelenggaraan dibidang kepariwisataan 

25. Retribusi tempat khusus parkir 

 

D. Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui jumlah kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap 

total Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Klaten. 

2. Mengetahui perbandingan dari tahun ke tahun mulai tahun 2005 sampai 

tahun 2009 untuk  pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah di 

Kabupaten Klaten. 

3. Meramalkan jumlah pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah di 

Kabupaten Klaten. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pemerintah Daerah  

Dari hasil penelitian ini, diharapkan Pemerintah Daerah dapat mengetahui   

seberapa besar Pendapatan Asli Daerah yang ditunjang oleh pendapatan 

dari pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga dapat dilakukan upaya-

upaya tertentu untuk dapat lebih meningkatkan pendapatan dari sektor ini. 
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2. Bagi Penulis 

Penulis dapat menerapkan teori-teori yang dipelajari kedalam praktek 

nyata,  untuk memperdalam pemahaman penulis mengenai teori tersebut. 

3. Bagi Universitas  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi di Universitas 

Sanata Dharma khususnya bagi para mahasiswa ataupun pembaca lain 

yang memerlukan informasi tertentu dalam hubungannya dengan masalah 

yang dibahas. 

  

F. Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

Bab II Landasan Teori 

Bab ini diuraikan tentang teori-teori yang mendukung dan 

dipergunakan sebagai dasar dalam pengolahan data yang diperoleh 

dari Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. 

Bab III Metode Penelitian 

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, tempat, waktu penelitian, 

subjek dan objek penelitian, teknik penelitian pengumpulan data, 

data yang akan dicari, teknik analisis data. 
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Bab IV Gambaran Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten 

Bab ini berisi tentang deskripsi wilayah Kabupaten Klaten , 

keadaan penduduk, kondisi perekonomian, agama, dan sosial 

kultur pemerintahan. 

Bab V Analisis Data dan Pembahasan 

Bab ini membahas analisis data yang diperoleh dari hasill 

penelitian yang dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten 

dengan metode dan teknik sebagaimana telah diuraikan dalam 

metode penelitian. 

Bab VI Penutup 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh proses pembahasan 

dan analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan 

penelitian, serta saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak 

Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Otonomi Daerah 

1. Pengertiaan Otonomi Daerah  

Menurut Undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian  

diperbaharui dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004, otonomi daerah 

adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang 

dimaksud dengan otonom daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tujuan otonomi daerah yaitu 

untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya meningkatkan 

kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa, dan peran serta masyarakat 

serta peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan 

terpadu secara luas, nyata, dan bertanggung jawab sehingga memperkuat 

persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat, dan 

campur tangan daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi 

tingkat lokal. 
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2. Prinsip-prinsip Pemberian Otonomi Daerah 

Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang prinsip-prinsip 

pemberian otonomi daerah adalah: 

a.  Otonomi seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab 

Arti dari seluas-luasnnya adalah daerah memberikan kewenangan 

mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang 

menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-undang 

yaitu bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan 

fiskal nasional, moneter, dan agama. Nyata berarti daerah telah 

memiliki potensi untuk merealisasi isi dan jenis otonomi yang 

dilimpahkan. Bertanggung jawab disini berarti otonomi yang dalam 

penyelenggaranya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan 

maksud pemberi otonomi. 

b. Penyelenggaran otonomi yang berorientasi kepada peningkatan 

kesejahteraan rakyat, menjamin hubungan serasi antar daerah dan 

menjamin hubungan serasi antara daerah dengan pemerintah. 

3. Indikator Keberhasilan Otonomi Daerah 

a. Masing-masing daerah tingkat II mampu mengurus rumah tangganya 

sendiri. 

b. Semua urusan yang berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan layak 

untuk diserahkan kepada daerah tingkat II telah dilaksanakan. 
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c. Perangkat peraturan berupa peraturan pemerintah tentang penyerahan 

urusan telah ditinjau kembali dan diselaraskan dengan urusan 

pembangunan yang diarahkan GBHN. 

d. Pendapatan Asli Daerah yang meningkat memungkinkan untuk 

mendukung secara seimbang sesuai dengan kebutuhan dan dapat 

memungkinkan terjadinya pertumbuhan perekonomian daerah. 

 

B. Pendapatan Daerah 

1. Pengertian Pendapatan Daerah 

Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004, yang diperbaharui   

dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 : 

Pendapatan daerah adalah semua hak yang diakui sebagai penambah 
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 
bersangkutan. 

2. Berdasarkan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah sumber Pendapatan Daerah berasal dari: 

a.  Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan Asli Daerah menurut ( Devas, 1989 : 31):  

 Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan dari pungutan Pajak 
Daerah, pungutan jasa layanan, iuran dari penerimaan lain dinas, 
laba dari perusahaan daerah dan penerimaan pembangunan yang 
digali atau dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan. 

 
Menurut Undang-undang No.33 Tahun 2004 yang merupakan 

pembaharuan dari Undang-undang No. 25 Tahun 1999: 
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Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari 
sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan 
peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.  

 

b. Dana Perimbangan 

Dana perimbangan adalah dana yang berasal dari dana penerimaan APBN 

yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah 

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

Dana Perimbangan terdiri dari: 

1) Dana Bagi Hasil 

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagikan kepada 

daerah berdasarkan angka prosentase untuk mendanai kebutuhan 

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

2) Dana Alokasi Umum 

Dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah 

dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk 

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

3) Dana Alokasi Khusus 

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan 

APBN yang dialokasikan ke daerah-daerah tertentu dengan tujuan 

untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan 

daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

Yang termasuk pendapatan daerah lain-lain yang sah adalah 

pendapatan hibah dan pendapatan darurat. Pendapatan hibah adalah 
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penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah Negara asing, badan atau 

lembaga asing, badan atau lembaga internasional, pemerintah, badan atau 

lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah 

maupun barang atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak 

perlu dibayar kembali. Pendapatan Dana Darurat adalah dana yang berasal 

dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana 

nasional, dan peristiwa luar biasa.  

d. Pinjaman Daerah 

Pinjaman daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan yang bertujuan 

untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat. 

 

C. Pajak 

1. Pengertian Pajak 

Pengertian pajak menurut Andriani (Zein, 2003: 10) adalah: 

Iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh 
yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-
undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat 
ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan 
pemerintah. 

Menurut Soemitro (Zein, 2003: 11) pajak adalah: 

 Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 
dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang 
langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 
pengeluaran umum. 

 

Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut:  
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Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara 
untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk 
public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public 
investment. 
 

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa pajak mempunyai unsur-unsur : 

b. Iuran kepada rakyat kepada negara 

Yang berhak memungut pajak hanya negara. Iuran tersebut berupa 

uang (bukan barang). 

c. Berdasarkan undang-undang dan peraturan 

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang 

serta aturan pelaksanaannya. 

1) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara 

langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat 

ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

2) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni 

pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

2. Fungsi Pajak 

Berdasarkan fungsinya pajak dibedakan atas (Mardiasmo, 2008: 1) : 

a. Fungsi Budgetair 

b. Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluarannya. 

c. Fungsi mengatur (regulered) 

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.  
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Berdasarkan kedua jenis fungsi pajak tersebut diatas, dapat 

dipahami bahwa fungsi budgetair pajak dikaitkan dengan anggaran 

pendapatan dan belanja negara umumnya dan anggaran pendapatan 

dan belanja daerah sebanyak-banyaknya dalam rangka membiayai 

pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat atau daerah. 

3. Syarat Pemungutan Pajak 

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan secara proporsional agar tidak 

menimbulkan hambatan atau perlawanan dalam pemungutan, maka 

pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 

2008: 2) : 

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) 

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-

undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam 

perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan 

merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang 

adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib 

pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan 

mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan pajak. 

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) 

Pemungutan pajak harus berdasarkan pada undang-undang. Hal ini 

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi 

negara maupun warganya. 
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c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) 

Pemungutan pajak tidak boleh menggangu kelancaran kegiatan 

produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan 

perekonomian masyarakat. 

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil) 

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 

sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan 

mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. 

4. Pengelompokan Pajak 

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok yaitu (Mardiasmo, 

2008: 5) : 

a. Menurut Golongannya 

1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib 

pajak  dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang 

lain. 

2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

b. Menurut Sifatnya 

1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 
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2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 

c. Menurut Lembaga Pemungutnya 

1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 

2)  Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah 

5. Asas Pemungutan Pajak 

Asas pemungutan pajak adalah (Mardiasmo, 2008: 7) 

a.   Asas domisili (asas tempat tinggal) 

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib 

Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang 

berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku utnuk 

Wajib Pajak dalam negeri. 

b. Asas sumber 

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di 

wilayah tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. 

c. Asas kebangsaan  

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. 
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D. Pajak Daerah 

1. Pengertian Pajak Daerah 

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah, yang selanjutnya 

disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau 

badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat 

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah 

dan pembangunan daerah. 

2. Jenis Pajak Daerah 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dimana 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak yang dikelola oleh propinsi 

terdiri dari: 

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 

Adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan 

bermotor dan kendaraan di atas air.  

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 

Adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan 

kendaraan di atas sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan 

sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, 

hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.  
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c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

Adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap 

digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang 

digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang 

digunakan untuk kendaraan diatas air.   

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 

Permukaan. 

Adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah 

dan/atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau 

badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian 

rakyat. 

Sedangkan untuk kabupaten atau kota terdiri dari: 

a. Pajak Hotel  

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bagian 

yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau 

istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya yang 

menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk 

pertokoan dan perkantoran. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang 

disediakan hotel dengan pembayaran termasuk: 

1) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. 

2) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan 

atau fasilitas tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan 

kemudahan dan kenyamanan. 
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3) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu 

hotel, bukan untuk umum. 

4) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di 

hotel. 

Tidak termasuk sebagai objek pajak hotel adalah: 

1) Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan/atau fasilitas tempat 

tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel. 

2) Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren. 

3) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang 

dipergunakan oleh tamu hotel dengan pembayaran. 

4) Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh 

umum di hotel. 

5) Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggrakan oleh hotel dan 

dapat dimanfaatkan umum. 

b. Pajak Restoran 

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah 

tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan 

dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha boga atau catering. 

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran 

dengan pembayaran. Tidak termasuk objek pajak restoran adalah: 

1) Pelayanan usaha jasa boga atau catering. 
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2) Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang 

peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

c. Pajak Hiburan 

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan 

adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, 

dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton 

atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak 

termasuk penggunaan fasilitas olahraga. Objek pajak hiburan adalah 

penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Tidak termasuk 

objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak 

dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka 

pernikahan, upcara adat, kegiatan keagamaan.    

d. Pajak Reklame 

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame 

adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan 

corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk 

memperkenalkan, menganjurkan dan memuji suatu barang, jasa, atau 

orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar 

dari satu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. 

Objek pajak reklame adalah semua penyelanggaraan reklame. Tidak 

termasuk sebagai objek pajak reklame adalah: 
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1) Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta 

harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya. 

2) Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah.  

e. Pajak Penerangan Jalan 

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, 

dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia 

penerangan jalan, yang rekeningnya dibayarkan oleh Pemerintah 

Daerah. Dikecualikan dari objek pajak penerangan jalan adalah: 

1) Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah. 

2) Penggunaan tenaga listrik yang berasal bukan dari PLN dengan 

kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknik 

terkait. 

3) Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan 

Daerah.   

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 

Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C adalah 

pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian Golongan C sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan Galian 

Golongan C meliputi: 

1) Asbes 

2) Batu tulis 
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3) Batu setengah permata 

4) Batu kapur 

5) Batu apung 

6) Batu permata 

7) Bentonit 

8) Dolomit 

9) Feldspar 

10)  Batu garam (halite)  

11)  Grafit 

12)  Granit/andesit 

13)  Gips 

14)  Kalsit 

15)  Kaolin 

16)  Leusit 

17)  Magnesit 

18)  Mika 

19)  Marmer 

20)  Nitrat 

21)  Opsidien 

22)  Oker 

23)  Pasir dan kerikil 

24)  Pasir kuarsa 

25)  Perlit 
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26)  Phospat 

27)  Talk 

28)  Tanah serap 

29)  Tanah diatome 

30)  Tanah liat 

31)  Tawas (alum) 

32)  Tras 

33)  Yarosif 

34)  Zeolit 

35)  Basal 

36)  Trakit 

Dikecualikan dari objek pajak pengambilan bahan galian golongan C 

adalah: 

1) Kegiatan pengambilan bahan galian golongan C yang nyata-nyata 

tidak dimaksudkan untuk mengambil bahan galian golongan C 

tersebut dan tidak dimanfaatkan secara ekonomis. 

2) Pengambilan bahan galian golongan C lainnya yang diterapkan 

dalam Peraturan Daerah.  

g. Pajak Parkir 

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat 

parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang 

disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan 

sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan 
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bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut biaya. Tidak 

termasuk sebagai objek pajak parkir adalah:  

1) Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah.  

2) Penyelenggaraan parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara 

asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas 

timbal balik. 

3) Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan 

Peraturan Daerah. 

3. Kriteria Pajak Daerah 

Beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam menciptakan objek pajak 

baru adalah (Saragih, 2003: 62) : 

a. Bersifat sebagai pajak dan bukan retribusi. 

b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah kabupaten atau 

kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah 

serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah kabupaten atau 

kota yang bersangkutan. 

c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan 

kepentingan umum. 

d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak propinsi dan/atau objek 

pajak pusat. 

e. Potensinya memadai. 

f. Tidak berdampak negatif terhadap perekonomian. 
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g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. 

h. Menjaga kelestarian lingkungan hidup. 

Jika suatu jenis pajak tidak mampu memenuhi kriteria diatas, 

maka pemerintah daerah tidak dapat memungut pajak kepada 

masyarakat. Oleh karena itu, objek jenis pajak daerah pada dasarnya 

sama pada semua daerah. 

Tabel 2.1 Subjek Pajak dan Wajib Pajak untuk Pajak Daerah 
Kabupaten/Kota 
 
Objek Pajak Subjek Pajak Wajib Pajak 
Pajak Hotel Orang pribadi atau badan yang 

melakukan pembayaran 
kepada hotel 

Pengusaha hotel 

Pajak 
Restoran 

Orang pribadi atau badan yang 
melakukan pembayaran 
kepada restoran 

Pengusaha restoran 

Pajak hiburan Orang pribadi atau badan yang 
menonton dan/atau menikmati 
hiburan  

Orang pribadi atau 
badan yang 
menyelenggarakan 
hiburan 

Pajak 
Reklame 
 
 

Orang pribadi atau badan yang 
menyelenggarakan atau 
melakukan pemasangan 
reklame 

Orang pribadi atau 
badan yang 
menyelenggarakan 
reklame 

Pajak 
Penerangan 
Jalan 

Orang pribadi atau badan yang 
menggunakan tenaga listrik 

Orang pribadi atau 
badan yang menjadi 
pelanggan listrik 
dan/atau pengguna 
tenaga lsitrik 

Pajak 
Pengambilan 
Bahan Galian 
Golongan C 

Orang pribadi atau badan yang 
mengambil bahan galian  

Orang pribadi atau 
badan yang yang 
menyelenggarakan 
pengambilan bahan 
galian 

Pajak Parkir Orang pribadi atau badan yang 
melakukan pembayaran atas 
tempat parkir 

Orang pribadi atau 
badan yang 
menyelenggrakan 
tempat parkir 
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 Sumber: Soemarso, S. Rahardjo. Perpajakan Pendekatan Komprehensif. 
2007. Jakarta. Salemba empat. 

 
4. Tarif Pajak Daerah 

Besarnya tarif yang berlaku untuk pajak kabupaten/kota ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah (Perda), namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif 

maksimum yang telah ditentukan Undang-Undang tersebut. Dengan 

adanya pemisahan jenis pajak yang dipungut oleh propinsi dan yang 

dipungut oleh kabupaten atau kota diharapkan tidak adanya pengenaan 

pajak berganda.  

Untuk penentuan besarnya tarif pajak daerah, tarif tersebut 

ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Ketentuan besarnya tarif Pajak 

Daerah ditetapkan dalam UU No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, besarnya tarif tersebut sebagai berikut 

a. Pajak Hotel 10% ( Sepuluh Persen) 

b. Pajak Restoran 10% ( Sepuluh Persen) 

c. Pajak Hiburan 35% ( Tiga Puluh Lima Persen) 

d. Pajak Reklame 25% ( Dua Puluh Lima Persen) 

e. Pajak Penerangan Jalan 10% ( Sepuluh Persen) 

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20% (Dua Puluh 

Persen) 

g. Pajak Parkir 20% ( Dua Puluh Persen)        

5. Tolok Ukur Penilaian Suatu Pajak Daerah 

Untuk menilai berbagai pajak daerah yang ada sekarang ini dapat 

menggunakan berbagai ukuran, yaitu : 
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a. Hasil (Yield) 

Memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai 

layanan yang dibiayainya, stabilitas dan elastisitas hasil pajak terhadap 

inflasi, pertumbuhan penduduk juga perbandingan hasil pajak dengan 

biaya pemungutan. 

b. Keadilan (equity) 

Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-

wenang. Pajak bersangkutan harus adil dan secara horizontal, artinya 

beban pajak haruslah sama antar berbagai kelompok yang berbeda 

tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama. Kemudian harus adil 

secara vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi 

yang lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar daripada 

kelompok yang lebih banyak memiliki sumber daya ekonomi. Pajak 

harus adil dari tempat ke tempat dalam arti hendaknya tidak ada 

perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak 

dari daerah ke daerah lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan 

perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat. 

c. Daya Guna Ekonomi (Ekonomic Eficiency) 

Pajak hendaknya mendorong penggunaan sumber daya secara berdaya 

guna dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai dilihat 

konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi 

segan bekerja atau menabung dan memperkecil “beban lebih” dari 

pajak. 
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d. Kemampuan Melaksanakan (Ability to Implement) 

Suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik 

dan kemauan tata usaha 

e. Kecocokan Sebagai Sumber Penerimaan Daerah (Suitability as a 

Revenue Source) 

Dalam hal ini berarti, harus jelas kepada daerah mana suatu pajak 

haruslah dibayarkan dan tempat pemungutan pajak sedapat mungkin 

sama dengan tempat akhir beban pajak, pajak tidak mudah dihindari 

dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah 

lain. Pajak daerah hendaknya jangan mempertajam perbedaan antara 

daerah dari segi ekonomi masing-masing, dan pajak hendaknya tidak 

menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak 

daerah. 

 

E. Retribusi Daerah 

1. Pengertian Retribusi Daerah 

Berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan  

Retribusi Daerah menjelaskan bahwa Retribusi Daerah adalah  

Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin 
tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah 
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah: 
 

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas 
jasa atas pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi 
atau badan. 
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Retribusi menurut (Munawir, 1990 : 4) adalah iuran kepada pemerintah 

yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk.  

Retribusi daerah terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan ( Samudra, 1995 

:51) : 

a. Adanya pelayanan langsung yang diberikan sebagai imbalan pungutan 

yang dikenakan. 

b. Terdapat kebebasan dalam memilih layanan. 

c. Ongkos pelayanan tidak melebihi dari pungutan yang dikenakan untuk 

pelayanan yang diberikan. 

2. Ciri-ciri pokok Retribusi Daerah 
      

Menurut (Kaho, 1997 : 152) ciri-ciri pokok retribusi daerah adalah: 

a. Retribusi dipungut oleh pemerintah berdasarkan Undang-undang. 

b. Dalam pemungutannya terdapat paksaan secara ekonomis. 

c. Adanya kontraprestasi (balas jasa) yang secara langsung dapat ditunjuk. 

d. Dikenakan dalam setiap orang atau badan yang menggunakan jasa yang 

disiapkan oleh Negara atau Pemerintah. 

3. Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah 

Berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 1997, tata cara pemungutan 

retribusi daerah adalah: 

a. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. 

b. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan. 

c. Retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. 
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Dalam hal ini wajib retribusi tertentu yang tidak tepat waktu atau 

kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua 

persen setiap bulannya dari total retribusi yang terutang yang tidak atau 

kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi 

daerah. 

4. Jenis-jenis Retribusi Daerah 

Jenis-jenis retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan 

(Mardiasmo, 2008: 15-16) antara lain: 

a. Retribusi Jasa Umum  

Retribusi jasa umum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan 

kriteria-kriteria sebagai berikut: 

1) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan 

retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu. 

2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam 

rangka  pelaksanaan desentralisasi. 

3) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau 

badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk 

melayani kepentingan dan kemanfaatan umum. 

4) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi. 

5) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai 

penyelenggaraannya. 

6) Retribusi dapat dipanggul secara efektif dan efisien, serta 

merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial. 
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7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut 

dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik. 

 
Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah:  

a) Retribusi pelayanan kesehatan 

b) Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan 

c) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan  

akte catatan sipil 

d)  Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat 

e)  Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum  

f)  Retribusi pelayanan pasar 

g)  Retribusi pengujian kendaraan bermotor 

h)  Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran 

i)  Retribusi penggantian biaya cetak peta 

j)  Retribusi pengujian kapal perikanan 

b.  Retribusi Jasa Usaha 

Retribusi jasa usaha ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan 

kriteria-kriteria sebagai berikut: 

1) Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan 

retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu 

2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang 

seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai 

atau terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai daerah yang 

belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah. 
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Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha adalah: 

a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah 

b) Retribusi pasar grosir dan / atau pertokoan 

c) Retribusi tempat pelelangan 

d) Retribusi terminal 

e) Retribusi tempat khusus parkir 

f) Retribusi tempat penginapan/ pesanggarahan/villa 

g) Retribusi penyedotan kakus 

h) Retribusi tempat pemotongan hewan 

i) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal 

j) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga 

k) Retribusi penyeberangan diatas air 

l) Retribusi pengolahan limbah cair 

m) Retribusi penjualan produksi daerah 

c. Retribusi Perizinan Tertentu 

Retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah 

dengan kriteria-kriteria sebagai berikut: 

1) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang 

diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi 

2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi 

kepentingan umum 

3) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelanggaraan izin 

tersebut dari biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari 
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perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari 

retribusi perizinan. 

Jenis-jenis Retribusi PerizinanTertentu:  

a) Retribusi izin mendirikan bangunan 

b) Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol 

c) Retribusi izin gangguan 

d) Retribusi izin trayek         

5. Objek Retribusi Daerah 

Objek Retribusi Daerah terdiri dari ( Mardiasmo, 2008 : 16): 

a. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk bertujuan kepentingan dan kemanfaatan 

umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

b. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah 

dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya 

dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 

c. Perizinan Tertentu 

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam 

rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang 

dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan 

atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, 

barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi 

kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 
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6. Subjek Retribusi Daerah 

Berdasarkan penjelasan mengenai Objek Retribusi Daerah, maka 

subjek Retribusi Daerah digolongkan menjadi ( Mardiasmo, 2008 : 17) : 

a. Retribusi Jasa Umum ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan 

mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan 

kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. 

b. Retribusi Jasa Usaha ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk 

memperoleh keuntungan yang layak. 

c. Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan berdasarkan pada tujuan 

untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan 

pemberian izin yang bersangkutan. 

Dalam menetapkan tarif retribusi ini Pemerintah Daerah 

memiliki kewenangan untuk meninjau kembali tarif tersebut secara 

berkala dengan jangka waktu 5 tahun, dengan maksud untuk 

mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah yang bersangkutan. 

Tabel 2.2 Subjek dan Objek Retribusi Daerah 
 

Objek Retribusi Subjek Retribusi 
Jasa Umum 
 
 
 
 

Orang pribadi atau badan yang menggunakan 
/menikmati pelayanan jasa umum yang 
bersangkutan 

Jasa Usaha Orang pribadi atau badan yang 
menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha 
yang bersangkutan 

Perizinan Tertentu Orang pribadi atau badan yang memperoleh izin 
tertentu dari Pemerintah Daerah 

   Sumber: Soemarso, S. Rahardjo. Perpajakan Pendekatan Komprehensif 
2007. Jakarta. Salemba empat. 
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a. Tarif Retribusi Daerah 

Berdasarkan UU No.34 tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, penetapan tarif retribusi daerah ditentukan sebagai 

berikut: 

1) Retribusi Jasa Umum ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah 

dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang 

bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. 

2) Retribusi Jasa Usaha ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk 

memperoleh keuntungan yang layak. 

3) Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan berdasarkan pada tujuan 

untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan 

pemberiaan izin yang bersangkutan. 

Dalam menetapkan tarif retribusi ini Pemerintah Daerah 

memiliki kewenangan untuk meninjau kembali tarif tersebut secara 

berkala dengan jangka waktu lima tahun, dengan maksud untuk 

mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah yang bersangkutan.     
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan adalah studi kasus yaitu suatu penelitian 

terhadap objek tertentu dan hasil yang diperoleh dari analisis data hanya 

berlaku untuk objek tertentu serta dalam waktu tertentu. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan objek dimana data dan informasi 

diperoleh untuk diolah dan disajikan kepada pihak-pihak yang 

membutuhkannya. Dalam penelitian ini penulis mengadakan studi kasus di 

Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Klaten.   

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Penelitian dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten, dengan objek data yang diteliti 

adalah data PAD dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah selama 

tahun 2005-2009. 
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D. Data yang akan dicari 

Data yang diperlukan untuk proses analisis data adalah Daftar 

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 

Anggaran 2005 s/d 2009. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang kompeten digunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Yaitu cara pengumpulan data untuk memperoleh informasi secara 

langsung dari bagian-bagian yang berwenang atau sumber yang 

bersangkutan. 

2. Dokumentasi 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat data pada Pemerintah 

Kabupaten Klaten. Data yang digunakan adalah jenis data sekunder yaitu 

data yang diperoleh dan dikumpulkan dari dokumen-dokumen yang ada 

kaitannya dengan penelitian yang akan diteliti berupa laporan penerimaan 

pendapatan daerah serta peraturan daerah Kabupaten Klaten. 

 

F. Teknik Analisis Data  

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis data 

kuantitatif, sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui kontribusi masing-masing, yakni pendapatan dari pajak 

daerah dan retribusi daerah, digunakan perhitungan sebagai berikut : 

a. Menghitung Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD   

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah 
           =         x 100% 

               Total Pendapatan Asli Daerah 
 

b. Menghitung Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD 

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah 
           =                x100% 

                      Total Pendapatan Asli Daerah 
 

Dari hasil perhitungan ini dapat diketahui seberapa besar prosentase 

kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah dan jika dari tahun ke tahun 

mengalami kenaikan maka dapat diartikan bahwa dari pendapatan pajak 

daerah atau retribusi daerah dapat memberikan kontribusi dalam 

menunjang Pendapatan Asli Daerah, tetapi jika pendapatan dari pajak 

daerah dan retribusi daerah menurun maka kontribusi yang diberikan 

dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah juga menurun. 

2. Untuk mengetahui perbandingan dari tahun ke tahun mulai tahun anggaran 

2005 sampai dengan tahun 2009 untuk pendapatan pajak daerah dan 

retribusi daerah di Kabupaten Klaten, digunakan perhitungan dengan 

menggunakan rumus angka indeks berantai ( Supranto,1991: 281).   

       q t 

I t, t-1 =                    x 100 % 

                           q t-1 
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Keterangan: 

I t    : Angka Indeks Pajak Daerah atau Retribusi Daerah Kabupaten     

Klaten 

q t  : Jumlah Realisasi Pendapatan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah  

              Tahun Tertentu 

q t-1     : Jumlah Realisasi Pendapatan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah         

              Kabupaten Klaten  Tahun Sebelumnya     

Dari hasil perhitungan menggunakan angka indeks berantai ini kita dapat 

mengetahui perbandingan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah di 

Kabupaten Klaten dari tahun ke tahun mulai tahun 2005 sampai dengan 

tahun 2009.  

3. Untuk menjawab masalah terakhir ini, guna meramalkan jumlah 

pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah masing-masing akan 

menggunakan Analisis Trend (Budiyowono, 1987: 216) dengan Least 

Square Method (Metode Jumlah Kuadrat Terkecil). 

Jumlah Y 
         a   =      
                                      n 

 Dimana : 

 Y =  Jumlah realisasi pajak daerah dan retribusi daerah 

mulai tahun 2005 s/d tahun 2009. 

 n  = Jumlah tahun yaitu lima yahun mulai tahun anggaran 

2005 s/d tahun 2009. 
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  a =  Intercept Y saat X=0 atau besarnya pajak daerah atau 

retribusi daerah per tahun atau setiap satu tahun. 

 
         Jumlah XY 

                                    b    =      
                 Jumlah               

Dimana : 

Y  =  Jumlah pendapatan pajak daerah dan retibusi daerah 

mulai tahun 2005 s/d tahun 2009  

b       = Jumlah kenaikan atau penurunan Y per tahun atau 

setiap satu tahun atau jumlah kenaikan atau 

penurunan jumlah pajak daerah atau retribusi daerah 

per tahun atau setiap tahun.  

X =  Tahun tertentu atau tahun 2005 s/d tahun 2009 

Setelah mengetahui nilai a dan b, maka selanjutnya memasukkan 

nilai a dan b yang telah dihitung dengan persamaan di atas kedalam 

persamaan garis trend, sebagai berikut : 

 
Y’ = a + bX 

Dimana : 

Y’ = Nilai trend pajak daerah atau retribusi daerah 

X  = Tahun tertentu atau tahun 2005 s/d tahun 2009 

a  = Jumlah Y saat X = 0 atau besarnya pajak daerah atau      

retribusi per tahun  
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  b  = Jumlah kenaikan atau penurunan Y per tahun atau setiap 

satu tahun atau jumlah kenaikan atau penurunan jumlah 

pajak daerah atau retribusi daerah per tahun atau setiap 

tahun.  

Setelah memasukkan nilai a dan b ke dalam persamaan tersebut, 

dapat dihitung berapa prediksi jumlah pendapatan pajak daerah dan 

retribusi daerah pada tahun-tahun yang akan datang, yakni tahun 2005 s/d 

tahun 2009. Dimana, nilai Y’ menunjukkan prediksi jumlah pendapatan 

pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun tengah, dan dalam masalah 

ini tahun tengahnya adalah 2007 (X=0); dan nilai b menunjukkan besarnya 

jumlah kenaikan (nilai b positif) atau penurunan (nilai b negatif) 

pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah per tahun. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

A. Sejarah Berdirinya Kabupaten Klaten 

Pemerintah Kabupaten Klaten dibentuk berdasarkan Undang-Undang 

Nomor  22 Tahun 1948, Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Jo 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1950. Pelantikan anggota DPRDS 

(Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara) dilakukan pada 28 Oktober 

1950 oleh Residen Surakarta mewakili Gubernur Jawa Tengah sedangkan 

Pemilihan anggota DPRDS tersebut berlangsung pada tanggal 28 September 

1950, sebulan menjelang pelantikan. Berdasarkan tanggal pelantikan anggota 

DPRDS tersebut maka tanggal 28 Oktober 1950 dijadikan tanggal Hari Jadi 

Pemerintah Kabupaten Klaten.  

 

B. Kondisi Fisik 

1. Letak dan Luas Wilayah 

Kabupaten Klaten merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa 

Tengah. Letak Geografis wilayah Kabupaten Klaten masing-masing 

dibatasi oleh: 

Sebelah Utara  : Kabupaten Boyolali 

Sebelah Timur : Kabupaten Sukoharjo 

Sebelah Selatan: Kabupaten Gunung Kidul (DIY) 

Sebelah Barat : Kabupaten Sleman (DIY) 
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Wilayah Kabupaten Klaten berbatasan dengan beberapa kabupaten : 

Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali 

Sebelah Timur : Kabupaten Sukoharjo 

Sebelah Selatan: Kabupaten Gunung Kidul ( DIY ) 

Sebelah Barat : Kabupaten Sleman ( DIY ) 

Letak Kabupaten Klaten cukup strategis karena berbatasan langsung 

dengan kota Surakarta, yang merupakan salah satu pusat perdagangan dan 

Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar dan kota 

wisata. 

2. Topografi 

Wilayah Kabupaten Klaten terbagi menjadi 3 (tiga) daratan : 

a. Dataran Lereng Gunung Merapi membentang di sebelah utara meliputi 

sebagian kecil sebelah utara wilayah Kecamatan Kemalang, 

Karangnongko, Jatinom, dan Tulung. 

b. Dataran Rendang mebujur di tengah meliputi seluruh wilayah kecamatan 

di Kabupaten Klaten, kecuali sebagian kecil wilayah merupakan dataran 

lereng Gunung Merapi dan Gunung Kapur. 

c. Dataran Gunung Kapur yang membujur di sebelah selatan meliputi 

sebagian kecil sebelah selatan kecamatan Bayat dan Cawas 

Melihat keadaan alamnya yang sebagian besar adalah dataran 

rendah dan didukung dengan banyaknya sumber air maka daerah 

Kabupaten Klaten merupakan daerah pertanian yang potensial disamping 

penghasil kapur, batu kali dan pasir yang berasal dari Gunung Merapi. 
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1. Ketinggian Daerah 

Sekitar 3,72% terletak diantara ketinggian 0-100 meter diatas 

permukaan laut. Terbanyak 83,52%  terletak diantara ketinggian 100-

500 meter diatas permukaan laut. Sisanya 12,76% terletak diantara 

ketinggian 500-2.500 meter diatas permukaan laut. 

2. Klasifikasi Tanah di Kabupaten Klaten 

Jenis tanah terdiri dari 5 (lima) macam : 

a. Litosol : Bahan induk dari skis kristalin dan batu tulis terdapat di 

daerah Kecamatan Bayat. 

b. Regosol Kelabu : Bahan induk abu dan pasir vulkan intermedier 

terdapat di Kecamatan Cawas, Trucuk, Klaten Tengah, Kalikotes, 

Kebonarum, Klaten Selatan, Karangnongko, Ngawen, Klaten 

Utara, Ceper, Pedan, Karangdowo, Juwiring, Wonosari, Delanggu, 

Polanharjo, Karanganom, Tulung dan Jatinom. 

c. Grumusol Kelabu Tua : Bahan induk berupa abu dan pasir vulkan 

intermedier terdapat di daerah Kecamatan Bayat, Cawas sebelah 

selatan. 

d. Kompleks Regosol Kelabu dan Kelabu Tua : Bahan induk berupa 

batu kapur napal terdapat di daerah Kecamatan Klaten Tengah dan 

Kolikotes sebelah selatan. 

e. Regosol Coklat Kekelabuan : Bahan induk berupa abu dan pasir 

vulkan intermedier terdapat di daerah Kecamatan Kemalang, 

Manisrejo, Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno dan Wedi. 
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C. Pemerintahan 

1. Wilayah Administrasi 

Kabupaten Klaten terbagi dalam 26 kecamatan, 391 desa dan 10 

kelurahan. Seluruh desa yang ada merupakan desa swasembada. 

Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Cawas sebanyak 20 desa, 

sedangkan yang paling sedikit kecamatan Kalikotes dan Kebonarum 

masing-masing 7 desa. 

2. Kepegawaian 

Tahun 2009 jumlah pegawai negeri di lingkungan Kabupaten 

Klaten termasuk guru sebanyak 16.593 orang, mengalami penurunan 

sebesar 0,25 persen dari tahun 2008. Sedangkan bisa dilihat dari pendidikan 

yang ditamatkan SD sebesar 2,46 persen, lulusan SMP 4,23 persen, lulusan 

SMA 34,74 persen, Diploma 28,20 persen, Sarjana dan Pasca Sarjana 30,36 

persen. 

3. DPRD 

Hasil pemilu tahun 2009 menghasilkan lima partai dengan suara 

terbanyak yakni PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional, Golongan 

Karya, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa. Selama 

tahun 2009 belum ada Perda yang dihasilkan. Sedangkan sidang yang 

dilakukan dewan mengalami penurunan sebesar 1,66 persen bila 

dibandingkan dengan tahun 2008. 
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4.  Pertanahan 

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten pada tahun 2009 

telah menerbitkan sertifikat sebanyak 11.781 buah. Sebanyak 94,39 persen 

merupakan sertifikat hak milik. 

 

D. Penduduk 

Jumlah penduduk yang besar apabila dapat dibina dan dikeluarkan 

sebagai tenaga yang efektif akan menjadi modal pembangunan yang besar  

dan sangat menguntungkan bagi usaha-usaha pembangunan disegala bidang. 

1. Jumlah Penduduk dan Pertumbuhannya 

Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Klaten berdasarkan  

regristasi tahun 2009 1.303.910 jiwa atau meningkat sebesar 3.416 jiwa 

dari tahun sebelumnya dan pertumbuhan sebesar 0,26 persen. Rasio jenis 

kelamin penduduk Kabupaten Klaten sebesar 95,79, ini berarti jumlah 

penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki. 

Tabel 4.1 
Jumlah Penduduk Dan Laju Pertumbuhan Penduduk 

Kabupaten Klaten Tahun 2005-2009 

 
Tahun Jumlah Penduduk  

( Jiwa) 
Pertumbuhan 

Penduduk 
Prosentase 

2005 1.286.058 4.272 0,33 

2006 1.293.242 7.184 0,56 

2007 1.296.987 3.745 0,29 

2008 1.300.494 3.507 0,27 

2009 1.303.910 3.416 0,26 

Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 2010 
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Pertumbuhan jumlah penduduk seharusnya diimbangi dengan 

pemerataan penyebaran penduduk. Secara umum kepadatan penduduk di 

kabupaten Klaten merata untuk semua kecamatan, kecuali kecamatan 

Kemalang yang paling rendah kepadatannya yaitu sebesar 676 jiwa per 

. 

 

E. Tenaga Kerja 

Tenaga kerja adalah modal bagi geraknya roda pembangunan. Jumlah 

dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan 

proses demografi. Tahun 2009 jumlah pencari kerja sebanyak 16.315 orang, 

mengalami penurunan sebesar 6,18 persen dibandingkan tahun 2008. Tingkat 

pendidikan untuk pencari kerja yang terbanyak adalah SMU/SMK sebesar 

9.395 orang.  

 

F. Sosial 

1. Pendidikan dan Kebudayaan 

Peningkatan Sumber Daya Manusia sekarang ini lebih di fokuskan 

pada pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk 

mengecap pendidikan, terutama penduduk usia kelompok sekolah (umur 

7-24 tahun). Di Kabupaten Klaten tahun 2009 jumlah murid yang tercatat 

di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara umum tidak banyak berbeda 

dibandingkan tahun 2008. 
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       Jumlah anak putus sekolah tahun 2009 sebesar 527 orang, baik untuk 

sekolah negeri maupun swasta. Kondisi ini menunjukkan kenaikkan 

sekitar 49,29 persen dari tahun 2008. 

2. Kesehatan 

Pembangunan bidang kesehatan meliputi seluruh siklus atau tahapan 

kehidupan manusia. Tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai sangat 

diperlukan dalam upaya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat. 

  Jumlah kematian bayi selama lima tahun terakhir cukup fluktuatif, 

untuk tahun 2009 sebesar 125. Jumlah kelahiran bayi mengalami 

kenaikkan sebesar 2,87 persen dibandingkan tahun 2008. 

3. Peradilan 

Pembangunan di bidang hukum dapat menciptakan sistem dan 

produk hukum yang mengayomi dan memberikan landasan kegiatan 

hukum bagi masyarakat. Tahun 2009 jumlah perkara yang masuk 

mengalami kenaikan sebesar 48,58 persen, sedangkan jumlah terdakwa 

mengalami peningkatan sebesar 48,11 persen. 

Penegakan hukum masih perlu memperhatikan peningkatan 

pemasyarakatan hukum, aparat hukum yang berkualitas dan bertanggung 

jawab serta penyediaan sarana dan prasarana mendukung yang memadai, 

untuk terciptanya kepastian hukum dan situasi yang aman dan nyaman. 
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4. Agama 

Kehidupan beragama yang harmonis sangat didambakan 

masyarakat. Hal ini terlihat dari tempat-tempat peribadatan yang ada di 

sekitar warga seperti masjid, gereja, dan pesantren. 

Jumlah tempat peribadatan menunjukkan kecendrungan peningkatan 

dari tahun ke tahun. Sedangkan jumlah pemberangkatan haji tahun 2009 

sebanyak 1.035 jemaah. Mengalami penurunan dari tahun 2008 sebesar 

25,65 persen. 

 

G. Pertanian 

1. Luas Daerah 

Kabupaten Klaten mempunyai luas wilayah 65.556 ha, terbagi dalam 

26 kecamatan, 401 desa atau kelurahan. Dari 65.556 ha  luas Kabupaten 

Klaten, 50,97 persen (33.412 ha) merupakan lahan pertanian dan 39, 29 

persen (25.760 ha) merupakan lahan bukan pertanian dan sisanya 9,74 

persen adalah bukan lahan pertanian. Seiring dengan perkembangan 

keadaaan terjadi perubahan penggunaan dari lahan pertanian dan non 

pertanian. Hal ini ditunjukan dari luas lahan sawah yang terus mengalami 

penurunan (tahun 2009; 0,03 persen), sedangkan lahan bukan pertanian 

mengalami kenaikan (tahun 2009; 0,03 persen). 

Perubahan penggunaan lahan pertanian juga cukup besar tiap 

tahunnya. Tahun 2009 terjadi perubahan tanah pertanian sebesar 25.2835 

ha. Dibandingkan tahun 2008 mengalami penurunan dari lahan sawah dan 
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tegalan ke non pertanian sebesar 23,67 persen. Perubahan terbesar 

digunakan untuk bangunan dan perusahaan. 

2. Luas Penggunaan Lahan 

Kabupaten Klaten mempunyai luas wilayah sebesar 65.556 ha, 

terbagi dalam 26 kecamatan, 401 desa/kelurahan. Dari 65.556 ha luas 

kabupaten Klaten, 50,97 persen (33.412 ha) merupakan lahan pertanian dan 

39,29 persen (25.760 na) , merupakan lahan bukan pertanian dan sisanya 

9,74 persen adalah   lahan pertanian. Seiring dengan perkembangan 

keadaan, terjadi perubahan penggunaan dari lahan pertaniaan ke non 

pertanian. Hal ini ditunjukan dari dari luas lahan sawah yang terus 

mengalami penurunan (tahun 2009 ; 0,03 persen), sedangkan lahan bukan 

pertanian mengalami kenaikan (tahun 2009 sebesar 0,03 persen) 

 Perubahan penggunaan lahan pertanian juga cukup besar tiap 

tahunnya. Tahun 2009 terjadi  perubahan tanah pertanian sebesar 25.2835 

ha. Dibandingkan tahun 2008 mengalami penurunan dari lahan sawah dan 

tegalan ke non pertanian sebesar 23,67 persen. Perubahan terbesar 

digunakan untuk bangunan dan perusahaan. 
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Gambar 4.1 

Prosentase Lahan Sawah Menurut Jenis Irigasi 
di Kabupaten Klaten 

 

 

 

3. Pertanian Tanaman Pangan 

Tanaman padi merupakan salah satu hasil pertanian Kabupaten 

Klaten yang diunggulkan. Dilain pihak luas tanam padi sejak tahun 2001 

terus mengalami penurunan, pada tahun 2009 mengalami kenaikan 6,27 

persen bila di bandingkan dengan tahun 2008 

Untuk luas tanaman palawija dan buah-buahan di Kabupaten 

Klaten mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2008. Produksi 

beberapa jenis sayuran dan buah-buahan secara umum juga mengalami. 

4. Perkebunan 

Produksi tanaman perkebunan merupakan salah satu sumber devisa 

sektor pertanian. Secara rata-rata produksi untuk tanaman perkebunan 
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mengalami penurunan. Apabila dilihat dari luas areal, luas perkebunan 

tembakau paling luas di banding tanaman perkebunan lainnya. 

5. Peternakan dan Perikanan 

Jenis ternak yang diusahakan di Kabupaten Klaten adalah sapi 

(perah/potong), kerbau, kuda, kambing, domba, dan babi. Selain itu juga 

diusahakan unggas seperti ayam. Secara umum hasil peternakan dan 

perikanan mengalami kenaikan, seperti untuk sapi perah mengalami 

kenaikan sebesar 2,47 persen sedangkan produksi susu naik 100,38 persen. 

Untuk produksi ikan pada obyek perikanan mengalami kenaikan 

sebesar 35,44 persen, menjadi 43.917,48 kw. Sedang nilai produksinya juga 

mengalami kenaikan sebesar 64,89 persen. 
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BAB V 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data 

Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Klaten ini adalah untuk 

mengetahui mengenai kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap 

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Klaten dari tahun 2005 sampai dengan 

tahun 2009, mengetahui perbandingan dari tahun ke tahun pendapatan dari 

sektor pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun 2005 sampai dengan tahun 

2009. Selain itu penelitian ini juga melakukan penghitungan untuk mengetahui 

bagaimana prediksi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah untuk tahun 

2010 sampai dengan tahun 2014. Data yang digunakan untuk melakukan 

penghitungan adalah data realisasi penerimaan pendapatan daerah dari tahun 

2005 sampai dengan tahun 2009 yang didalamnya memuat data-data target 

dan realisasi Pendapatan Asli Daerah dari masing-masing pos pemungutan 

untuk tujuh jenis pajak daerah yang berlaku di Kabupaten Klaten dan dari pos 

retribusi daerah. 

 

B. Kontribusi Sektor Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap PAD di 

Kabupaten Klaten. 

 Untuk melihat seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap PAD, maka 

masing-masing menggunakan perhitungan dengan rumus sebagai berikut : 

 



54 
 

 

1. Menghitung kontribusi pajak daerah terhadap PAD 

       Realisasi Pendapatan Pajak Daerah 
                  =        x 100% 

               Total Pendapatan Asli Daerah 
 

2. Menghitung kontribusi retribusi daerah terhadap PAD 

 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah 
      =                x100% 
                     Total Pendapatan Asli Daerah 
 

Untuk memudahkan perhitungan ini, disajikan tabel pendapatan pajak daerah, 

retribusi daerah dan total PAD mulai tahun 2005 s/d tahun 2009. 

Tabel 5.1 

Realisasi Pajak daerah dan Retribusi daerah 
Dalam PAD Kabupaten Klaten 

Tahun 2005 S/D Tahun 2009 
(Dalam Rupiah) 

 
Tahun Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah 
2005 33.549.822.148 9.732.205.843 10.771.625.836
2006 39.493.727.943 13.052.631.723 10.429.466.034 
2007 52.110.860.092 14.638.314.886 9.995.101.398 
2008 53.264.339.309 18.027.307.132 10.624.879.516 
2009 54.473.674.016 20.174.756.791 11.040.689.097 

Total 232.892.423.500 75.625.216.360 52.861.761.860 
Sumber : Laporan Realisasi PAD Kabupaten Klaten 
   

Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten 

Klaten mulai tahun 2005 s/d tahun 2009 

1. Tahun 2005  

a. Kontribusi pendapatan pajak daerah Kabupaten Klaten tahun 2005  

Rp. 9.732.205.843 
=               X 100% 

   Rp. 33.549.822.148 
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               =  29% 

Jadi, besarnya kontribusi pajak daerah pada tahun 2005 terhadap 

pendapatan asli daerah tahun 2005 sebesar 29%. 

b. Kontribusi pendapatan retribusi daerah Kabupaten Klaten tahun 2005 

Rp. 10.771.625.836 
 =                                 X 100% 

Rp. 33.549.822.148 
 

             =  32,11% 

Jadi, besarnya kontribusi retribusi daerah pada tahun 2005 terhadap 

pendapatan asli daerah tahun 2005 sebesar 32,11%. 

2. Tahun 2006 

a. Kontribusi pendapatan pajak daerah Kabupaten Klaten tahun 2006 

Rp 13.052.631.723  
=               X 100% 

   Rp 39.493.727.943 
 

               =  33,05% 

Jadi, besarnya kontribusi pajak daerah pada tahun 2006 terhadap 

pendapatan asli daerah tahun 2006 sebesar 33,05%. 

b. Kontribusi pendapatan retribusi daerah Kabupaten Klaten tahun 2006 

Rp 10.429.466.034  
=               X 100% 

   Rp 39.493.727.943 
 

               =  26,41% 

Jadi, besarnya kontribusi retribusi daerah pada tahun 2006 terhadap 

pendapatan asli daerah tahun 2006 sebesar 26,41%. 
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3. Tahun 2007 

a. Kontribusi pendapatan pajak daerah Kabupaten Klaten tahun 2007 

Rp 14.638.314.886  
=               X 100% 

   Rp 52.110.860.092 
 

               =  28,09% 

Jadi, besarnya kontribusi pajak daerah pada tahun 2007 terhadap 

pendapatan asli daerah tahun 2007 sebesar 28,09%. 

b. Kontribusi pendapatan retribusi daerah Kabupaten Klaten tahun 2007 

Rp 9.995.101.398  
=               X 100% 

   Rp 52.110.860.092 
 

               =  19,18% 

Jadi, besarnya kontribusi retribusi daerah pada tahun 2007 terhadap 

pendapatan asli daerah tahun 2007 sebesar 19,18%. 

4. Tahun 2008 

a. Kontribusi pendapatan pajak daerah Kabupaten Klaten tahun 2008 

Rp 18.027.307.132  
=               X 100% 

   Rp 53.264.339.309 
 

               =  33,84% 

Jadi, besarnya kontribusi pajak daerah pada tahun 2008 terhadap 

pendapatan asli daerah tahun 2008 sebesar 33,84%. 

b. Kontribusi pendapatan retribusi daerah Kabupaten Klaten tahun 2008 

Rp  10.624.879.516 
=               X 100% 

   Rp 53.264.339.309 
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               =  19,94% 

Jadi, besarnya kontribusi retribusi daerah pada tahun 2008 terhadap 

pendapatan asli daerah tahun 2008 sebesar 19,94%. 

5. Tahun 2009 

a. Kontribusi pendapatan pajak daerah Kabupaten Klaten tahun 2009 

Rp 20.174.756.791 
=               X 100% 

   Rp 54.473.674.016 
 

               =  37,04% 

Jadi, besarnya kontribusi pajak daerah pada tahun 2009 terhadap 

pendapatan asli daerah tahun 2009 sebesar 37,04%. 

b. Kontribusi pendapatan retribusi daerah Kabupaten Klaten tahun 2009 

Rp 11.040.689.097   
=               X 100% 

   Rp 54.473.674.016 
 
        =  20,27%     

Jadi, besarnya kontribusi retribusi daerah pada tahun 2009 terhadap 

pendapatan asli daerah tahun 2009 sebesar 20,27%. 
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Hasil dari perhitungan ini dapat dilihat pada tabel berikut 

Tabel 5.2 

Kontribusi Pajak Daerah 
Terhadap PAD Kabupaten Klaten 

Tahun 2005 S/D Tahun 2009 
(Dalam Rupiah) 

 
Tahun PAD Realisasi Pajak 

Daerah 
Kontribusi 

% 
2005 33.549.822.148 9.732.205.843 29,01 
2006 39.493.727.943 13.052.631.723 33,05 
2007 52.110.860.092 14.638.314.886 28,09 
2008 53.264.339.309 18.027.307.132 33,84 
2009 54.473.674.016 20.174.756.791 37,04 

Rata-rata 32,21 
Sumber : Data yang diolah 

 
Tabel 5.3 

Kontribusi Retribusi Daerah 
Terhadap PAD Kabupaten Klaten 

Tahun 2005 S/D Tahun 2009 
( Dalam Rupiah) 

 
Tahun PAD Realisasi Retribusi  

Daerah 
Kontribusi 

% 
2005 33.857.388.000 10.771.625.836 32,11 
2006 39.493.727.943 10.429.466.034 26,41 
2007 52.110.860.092 9.995.101.398 19,18 
2008 53.264.339.309 10.624.879.516 19,95 
2009 54.473.674.016 11.040.689.097 20,27 

Rata-rata 23,58 
                  Sumber : Data yang diolah 

Dari tabel diatas maka diketahui bahwa kontribusi pajak daerah 

dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah tahun 2005 sampai dengan 

tahun 2009 berkisar antara 28,09% - 37,04% dari total Pendapatan Asli 

Daerah. Pada tahun 2005 pajak daerah memberikan kontribusi sebesar 

29,01% terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2006 
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kontribusinya naik menjadi sebesar 33,05% atau bertambah sebesar 

4,04% dari tahun 2005. Pada tahun 2007 kontribusi pajak daerah turun 

menjadi 28,09% dibanding tahun 2006, hal ini terjadi karena 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor lain yaitu dari sektor 

pos lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang meningkat tajam sebesar Rp 

8.729.295.760. Dan untuk tahun 2008 kontribusi pajak daerah adalah 

sebesar 33,84%, ini berarti kontribusi pajak daerah kembali naik dari 

kontribusi yang diberikan pada tahun 2007. Sedangkan pada tahun 2009 

kontribusi pajak daerah kembali naik sebesar 37,04%, hal ini 

disebabkan karena adanya peningkatan pendapatan semua komponen 

pajak daerah dan pendapatan tersebut juga merupakan pendapatan 

tertinggi selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2009. Untuk jenis 

pajak daerah yang memberikan kontribusi yang besar bagi Pendapatan 

Asli Daerah yaitu dari pajak penerangan jalan, pajak reklame dan pajak 

pengambilan bahan galian golongan C. Untuk pajak penerangan jalan, 

hal ini disebabkan karena jumlah subjek pajaknya mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk pajak reklame hal ini 

disebabkan karena meningkatnya jumlah pemasangan reklame dari 

tahun ke tahun di Kabupaten Klaten, sedangkan untuk pajak 

pengambilan bahan galian golongan C disebabkan karena perubahan 

sistem pungutan dari sistem jemput bola beralih ke sistem penempatan 

anggota pemungut pajak tersebut dilokasi bahan galian dengan 

memungut pajak sebesar Rp 10.000 setiap truk yang mengangkut bahan 
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galian C. Hal ini dipandang sebagai hal yang efektif, karena dari segi 

pendapatan pada tahun 2007 ke tahun 2008 pendapatan dari pajak 

pengambilan bahan galian golongan C meningkat sebesar Rp 

545.784.054   

Untuk  kontribusi retribusi daerah dalam menunjang Pendapatan 

Asli Daerah tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 berkisar antara 

19,18%- 32,11% dari total Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2005 

retribusi daerah memberikan kontribusi sebesar 32,11% terhadap 

Pendapatan Asli Daerah. Namun pada tahun 2006 kontribusi yang 

diberikan turun menjadi 26,41% atau berkurang sebesar 5,7% dari 

tahun 2005, hal ini karena penurunan pendapatan retribusi daerah dan 

meningkatnya Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2006. Pada tahun 

2007 kontribusinya turun lagi menjadi sebesar 19,18% dibandingkan 

tahun 2006. Dan untuk tahun 2008 kontribusi yang diberikan dari 

pendapatan retribusi daerah adalah sebesar 19,95%, ini berarti 

kontribusi naik dari kontribusi yang diberikan pada tahun 2007. 

Sedangkan pada tahun 2009 kontribusi yang diberikan kembali naik 

sebesar 0,32% dari tahun 2008, maka kontribusi yang diberikan 

menjadi sebesar 20,27%. Dari keterangan diatas maka pajak daerah 

memberikan rata-rata kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan 

rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap PAD selama kurun waktu 

lima tahun yaitu tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 yaitu sebesar 

32,21%, sedangkan untuk retribusi daerah sebesar 23,58%. Hal ini 
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disebabkan dari tahun ke tahun ada beberapa jenis retribusi yang 

dihapus, sebagai contoh penghapusan retribusi bea cetak KTP dan akte 

Capil.  

Faktor-faktor yang menyebabkan kontribusi pajak daerah tidak 

memberikan hasil yang optimal bagi Pendapatan Asli Daerah karena di 

Kabupaten Klaten tidak memiliki potensi daerah yang dapat menunjang 

pendapatan dari sektor pajak daerah, misalkan dari pajak hiburan, pajak 

hotel dan pajak restoran. Kabupaten Klaten bukan merupakan daerah 

wisata, dimana pajak yang terkait dibidang Kepariwisataan tersebut 

tidak memberikan kontribusi yang optimal bagi pendapatan pajak 

daerah. 

 

C. Perbandingan Dari Tahun Ke Tahun Pendapatan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah di Kabupaten Klaten selama Tahun Anggaran 2005 s/d 

Tahun Anggaran 2009 

Dalam laporan realisasinya, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten 

dari sektor pajak dan retribusi daerah selama lima tahun mulai dari tahun 2005 

s/d tahun 2009 selalu meningkat kecuali pendapatan retribusi daerah yang 

sempat menurun pada tahun 2006, 2007 dan kembali meningkat pada tahun 

2008 dan 2009. 

Perkembangan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah ini dapat 

dilihat berdasarkan angka indeks pajak daerah dan retribusi daerah pada 
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masing-masing tahun  anggaran. Dengan menggunakan angka indeks berantai 

ini bisa diketahui naik turunnya hasil dari pendapatan pajak daerah dan 

retribusi daerah. Angka indeks berantai ini berfungsi sebagai angka 

perbandingan yang perubahan relatifnya dinyatakan dalam bentuk prosentase 

terhadap yang lain, dengan memilih tahun 2005 sebagai tahun dasarnya.  

Berdasarkan data tabel 5.1 dan 5.2 perhitungan angka indeks berantai 

untuk pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebagai berikut (Supranto , 

1991 : 281 ): 

       q t 

I t, t-1 =                    x 100 % 

                           q t-1 

Dimana : 

 I t     =  Angka Indeks Pajak Daerah atau Retribusi Daerah Kabupaten  

Klaten 

q t        =  Jumlah Realisasi Pendapatan Pajak Daerah atau Retribusi  Daerah  

                      Tahun Tertentu 

q t-1      =  Jumlah Realisasi Pendapatan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah         

                      Kabupaten Klaten  Tahun Sebelumnya     

Berdasarkan data tabel 5.2 dan 5.3 diatas maka perhitungan angka 

indeks pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Klaten dari 

tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut: 
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1. Tahun 2005 

a. Angka Indeks Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Klaten Tahun 
2005 adalah:  

         Rp 9.732.205.843 
 I 2005, 2005 =                                                           x 100% 
           Rp 9.732.205.843 
 
           =   100% 
 

b. Angka Indeks Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Klaten Tahun 

2005 adalah:  

         Rp 10.771.625.836 
 I 2005, 2005 =                                                           x 100% 
           Rp 10.771.625.836 
 
           =   100% 
 

2. Tahun 2006 

a. Angka Indeks Pendapatan Pajak Derah Kabupaten Klaten Tahun 2006 

adalah:  

Rp 13.052.631.723 
         I 2006, 2005 =                                                          x 100% 
           Rp 9.732.205.843  
 

       =   134,12% 

Jadi, pendapatan pajak daerah pada tahun 2006 menunjukan kenaikan 

sebesar 34,12% dibandingkan pendapatan pajak daerah tahun 2005. 

b. Angka Indeks Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Klaten Tahun 

2006 adalah: 

Rp 10.429.466.034 
         I 2006, 2005 =                                                          x 100% 
           Rp  10.771.625.836 
 

       =   96,82 % 
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Jadi, pendapatan retribusi daerah pada tahun 2006 menunjukan 

penurunan sebesar 3,18% dibanding tahun 2005. 

3. Tahun 2007 

a. Angka Indeks Pendapatan Pajak Derah Kabupaten Klaten Tahun 2007 

adalah: 

Rp 14.638.314.886 
         I 2007, 2006 =                                                          x 100% 
           Rp 13.052.631.723 
 

       =   112,15% 

Jadi, pendapatan pajak daerah pada tahun 2007 menunjukan kenaikan 

sebesar 12,15% dibandingkan pendapatan pajak daerah tahun 2006. 

b. Angka Indeks Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Klaten Tahun 

2007 adalah: 

Rp 9.995.101.398 
         I 2007, 2006 =                                                          x 100% 
           Rp 10.429.466.034 
 

       =   95,83% 

Jadi, pendapatan retribusi daerah pada tahun 2007 menunjukan 

penurunan sebesar 4,17% dibandingkan pendapatan retribusi daerah 

tahun 2006 
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4. Tahun 2008 

a. Angka Indeks Pendapatan Pajak Derah Kabupaten Klaten Tahun 2008 

adalah: 

Rp 18.027.307.132 
         I 2008, 2007 =                                                          x 100% 
           Rp 14.638.314.886 
 

       =   123,15% 

Jadi, pendapatan pajak daerah pada tahun 2008 menunjukan kenaikan 

sebesar 23,15% dibandingkan pendapatan pajak daerah tahun 2007. 

b. Angka Indeks Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Klaten Tahun 

2008 adalah:  

Rp 10.624.879.516 
       I 2008, 2007 =                                                          x 100% 
           Rp 9.995.101.398 
 

       =   106,30% 

Jadi, pendapatan retribusi daerah pada tahun 2008 mengalami kenaikan 

6,30% dibandingkan pendapatan retribusi daerah tahun 2007  

5. Tahun 2009 

a. Angka Indeks Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Klaten Tahun 

2009 adalah:  

Rp 20.174.756.791 
       I 2009, 2008 =                                                          x 100% 
           Rp 18.027.307.132 
 

       =   119,91% 

Jadi, pendapatan pajak daerah pada tahun 2009 mengalami kenaikan 

sebesar 19,91% dibandingkan pendapatan pajak daerah tahun 2008 
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b. Angka Indeks Pendapatan Retribusi Daerah Kabupten Klaten Tahun 

2009 adalah:  

                                                Rp 11.040.689.097 
       I 2009, 2008 =                                                          x 100% 
           Rp 10.624.879.516 
 

       =   103,91% 

Jadi, pendapatan retribusi daerah pada tahun 2009 mengalami kenaikan 

sebesar 3,91% dibandingkan pendapatan retribusi daerah tahun 2008. 

Dari hasil perhitungan angka indeks pendapatan pajak daerah dan 

retribusi daerah diatas ditunjukan dalam tabel dibawah ini. 

Tabel 5.4 

Angka Indeks Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
Dalam PAD Kabupaten Klaten 

Tahun 2005 s/d Tahun 2009 
 

 
Tahun 

 

Pajak Daerah Retribusi Daerah 
Realisasi (Rp) Angka 

Indeks 
Realisasi (Rp) Angka 

Indeks 
,  
,  
,  
,  
,  

9.732.205.843 
13.052.631.723 
14.638.314.886 
18.027.307.132 
20.174.756.791 

100% 
134,12% 
112,15% 
123,15% 
119,91% 

10.771.625.836 
10.429.466.034 
9.995.101.398 
10.624.879.516 
11.040.689.097 

100% 
96,82% 
95,83% 
106,30% 
103,91% 

Sumber : Data yang diolah  

      Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perbandingan pendapatan pajak 

daerah dari tahun ke tahun mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2009. Pada 

tahun 2005 angka indeks pendapatan pajak daerah adalah sebesar 100%. 

Untuk angka indeks pendapatan pajak daerah tahun 2006 mengalami kenaikan 

menjadi sebesar 134,12% yang artinya bahwa pendapatan pajak daerah pada 

tahun 2006 mengalami kenaikan sebesar 34,12% dibandingkan pendapatan 
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pajak daerah tahun 2005. Untuk angka indeks pendapatan pajak daerah tahun 

2007 sebesar 112,15%. Yang berarti pendapatan pajak daerah pada tahun 2007 

naik sebesar 12,15% dibandingkan pendapatan pajak daerah pada tahun 2006. 

Dan untuk tahun tahun 2008 angka indeks sebesar 123,15% yang artinya 

bahwa pendapatan pajak daerah pada tahun 2008 naik sebesar 23,15% 

dibanding dengan  pendapatan pajak daerah tahun 2007. Sedangkan pada 

tahun 2009 angka indeks pendapatan pajak daerah sebesar 119,91%, ini berarti 

bahwa  pendapatan pajak daerah tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 

19,91% dibandingkan pendapatan pajak daerah tahun 2008. 

Untuk perbandingan pendapatan retribusi daerah dari tahun ke tahun 

mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2009. Pada tahun 2005 perbandingan 

angka indeks pendapatan retribusi daerah adalah sebesar 100%. Untuk angka 

indeks pendapatan retribusi daerah tahun 2006 mengalami penurunan menjadi 

sebesar 96,82% yang artinya bahwa pendapatan retribusi daerah pada tahun 

2006 mengalami penurunan sebesar 3,18% dibandingkan pendapatan retribusi 

daerah pada tahun 2005. Untuk angka indeks pendapatan retribusi daerah pada 

tahun 2007 sebesar 95,83%. Yang berarti bahwa pendapatan retribusi daerah 

mengalami penurunan sebesar 4,17% dibandingkan pendapatan retribusi 

daerah pada tahun 2006. Dan untuk angka indeks tahun 2008 naik menjadi 

sebesar 106,30%, yang berarti bahwa pendapatan retribusi daerah pada tahun 

2008 naik sebesar 6,30% dibandingkan pendapatan retribusi daerah tahun 

2007. Sedangkan tahun 2009 angka indeks pendapatan retribusi daerah 

sebesar 103,91%, ini berarti bahwa pendapatan retribusi daerah tahun 2009 
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mengalami kenaikan sebesar 3,91% dibandingkan pendapatan retribusi daerah 

tahun 2008. 

 

D. Prediksi PAD Kabupaten Klaten Dari Sektor Pajak Daerah  dan Retribusi 

Daerah Untuk Tahun Anggaran 2010 Sampai dengan Tahun 2014.  

Untuk mengetahui jumlah pajak daerah dan retribusi daerah pada 

tahun-tahun yang akan datang, akan digunakan perhitungan peramalan dengan 

analisis trend dengan metode Least Square (Jumlah kuadrat terkecil), dengan 

persamaan garis trend yang digunakan adalah Y’ = a + bX 

Adapun langkah-langkah dalam perhitungan trend tersebut, antara lain: 

1. Menentukan nilai a dengan rumus : 

         Jumlah Y 
               a   =      

                            n 

Dimana ; 

a  = Jumlah Y saat X = 0 atau besarnya pajak daerah atau retribusi daerah 

(Y) pada saat X = 0 

Y  = Jumlah realisasi pajak daerah atau retribusi daerah mulai tahun 2005  

s/d tahun 2009. 

n  = Jumlah tahun yaitu lima tahun mulai tahun  anggaran 2005 s/d tahun   

anggaran 2009. 
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2. Menentukan nilai b dengan rumus : 

         Jumlah XY 
               b  =      

                      Jumlah  

Dimana ; 

Y = Jumlah realisasi pajak daerah atau retribusi daerah mulai tahun  2005 

s/d tahun 2009 

b  = Jumlah kenaikan atau penurunan Y per tahun atau setiap satu tahun 

atau jumlah kenaikan atau penurunan jumlah pajak daerah atau 

retribusi daerah per tahun atau setiap tahun.  

X   = Tahun  

3. Menentukan persamaan garis trend dengan rumus : 

Y’ = a + bX 

Dimana ; 

   Y’ : Nilai trend pajak daerah atau retribusi daerah 

4. Melakukan peramalan dengan menggunakan persamaan garis trend yang 

telah dihitung pada langkah ketiga di atas. 

 Berikut ini adalah format perhitungan trend pajak daerah dan retribusi 

daerah Tahun 2005 s/d Tahun 2009 :  
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Berdasarkan data pada tabel 1 maka prediksi jumlah PAD dari 

sektor pajak daerah dan retribusi daerah untuk tahun 2005 s/d tahun 2009 

dapat diketahui dengan perhitungan, sebagai berikut : 

Tabel 5.5 

Perhitungan Trend Pajak daerah dan Retribusi daerah 
Kabupaten Klaten 

Tahun 2005 s/d Tahun 2009 
 

 

Tahun 

Y  

X

 

X2 

XY 

Pajak 
Daerah 

( Dalam Rupiah) 

Retribusi 
Daerah 

( Dalam Rupiah)

Pajak Daerah 

( Dalam Rupiah) 

Retribusi 
Daerah 

( Dalam Rupiah)
2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

9.732.205.843 

13.052.631.723 

14.638.314.886 

18.027.307.132 

20.174.756.791 

10.771.625.836

10.429.466.034

9.995.101.398 

10.624.879.516

11.040.689.097

-2

-1

0 

1 

2 

4 

1 

0 

1 

4 

-19.464.411.690 

-13.052.631.723 

0 

18.027.307.132

40.349.513.580

-21.543.251.660

-10.429.466.034

0 

10.624.879.516

22.081.378.180

Jumlah 75.625.216.375 52.861.761.881 0 10 25.859.777.305 733.540.004 
 

a. Analisis Trend Pajak daerah 

1. Menentukan nilai a 

         Jumlah Y 
               a   =      

                            n 

      

    = 
5

375.216.625.75  

   = 15.125.043.275 

Nilai a = 15.125.043.275 menunjukan besarnya jumlah pendapatan 

pajak daerah (Y) pada saat nilai X=0 

2. Menentukan nilai b 
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         Jumlah XY 
               b  =      

                      Jumlah  

    = 
10

305.777.859.25  

      = 2.585.977.731 

Nilai b = 2.585.977.731 menunjukkan besarnya jumlah kenaikan 

pendapatan pajak daerah per tahun, atau setiap satu tahun terjadi 

kenaikan pendapatan pajak daerah sebesar Rp 2.585.977.731  

3. Menentukan persamaan garis trend 

Berdasarkan nilai a dan b yang telah dihitung pada langkah 

sebelumnya, maka persamaan garis trend pajak daerah adalah : 

Y’ = a + bX 

Y’ =  15.125.043.275 + 2.585.977.731X 

4. Melakukan peramalan berdasarkan persamaan garis trend pajak daerah  

 Y’ =  15.125.043.275 + 2.585.977.731X 

Berdasarkan persamaan garis trend ini, kita dapat mengadakan 

prediksi jumlah pendapatan pajak daerah pada tahun-tahun yang akan 

datang.  

Hasil perhitungan prediksi jumlah pendapatan pajak daerah pada 

tahun anggaran 2005 s/d  tahun anggaran 2009 adalah, sebagai berikut: 

Tahun 2010  
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 Y’ = 15.125.043.275 + 2.585.977.731 (3) 

         = 22.882.976.467 

Jumlah pendapatan pajak daerah pada tahun 2010 diprediksikan 

sebesar    Rp 22.882.976.467 

Tahun 2011 

Y’ = 15.125.043.275 + 2.585.977.731 (4) 

     = 25.468.954.197 

Jumlah pendapatan pajak daerah pada tahun 2011 diprediksikan 

sebesar    Rp 25.468.954.197 

Tahun 2012  

Y’ = 15.125.043.275 + 2.585.977.731 (5) 

        = 28.054.931.928 

Jumlah pendapatan pajak daerah pada tahun 2012 diprediksikan 

sebesar    Rp  28.054.931.928 

Tahun 2013  

   Y’ = 15.125.043.275 + 2.585.977.731 (6) 

        = 30.640.909.658 

Jumlah pendapatan pajak daerah pada tahun 2013 diprediksikan 

sebesar    Rp 30.640.909.658 
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Tahun 2014 

                  Y’   =15.125.043.275 + 2.585.977.731 (7) 

         = 33.226.887.389 

Jumlah pendapatan pajak daerah pada tahun 2014 diprediksikan 

sebesar Rp 33.226.887.389 

Tabel 5.6 

Hasil Perhitungan 
Prediksi Pendapatan Pajak Daerah 

Kabupaten Klaten 
Tahun 2010 s/d Tahun 2014 

( Dalam Rupiah) 

 

 

 
       

Sumber : Data yang diolah 
b. Analisis Trend Retribusi daerah 

1. Menetukan nilai a 

         Jumlah Y 
               a   =      

                            n 

            = 
5

881.761.861.52  

            = 10.572.352.376 

Tahun Prediksi 
Pendapatan 

Pajak Daerah 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 

22.882.976.467 
25.468.954.197 
28.054.931.928 
30.640.909.658 
33.226.887.389 
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Nilai a = 10.572.352.376 menunjukan besarnya jumlah pendapatan 

retribusi daerah (Y) pada saat nilai X=0 

2. Menentukan nilai b 

         Jumlah XY 
               b  =      

                      Jumlah  

    = 
10

004.540.733  

      = 73.354.000 

Nilai b = 73.354.000 menunjukkan besarnya jumlah kenaikan 

pendapatan retribusi daerah per tahun, atau setiap satu tahun terjadi 

kenaikan pendapatan retribusi daerah sebesar Rp 73.354.000  

3. Menentukan persamaan garis trend 

Berdasarkan nilai a dan b yang telah dihitung pada langkah 

sebelumnya, maka persamaan garis trend retribusi daerah adalah : 

Y’ = a + bX 

Y’ =  10.572.352.376 + 73.354.000X 

4. Melakukan peramalan berdasarkan persamaan garis trend retribusi 

daerah  

Y’ =  10.572.352.376 + 73.354.000X 

Berdasarkan persamaan garis trend ini, kita dapat mengadakan prediksi 

jumlah pendapatan retribusi daerah pada tahun-tahun yang akan 

datang.  Hasil perhitungan prediksi jumlah pendapatan retribusi daerah 
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pada tahun anggaran 2005 s/d  tahun anggaran 2009 adalah, sebagai 

berikut : 

Tahun 2010 

Y’ = 10.572.352.376 + 73.354.000 (3) 

                  = 10.792.414.377  

Jumlah pendapatan retribusi daerah pada tahun 2010 diprediksikan 

sebesar   Rp 10.729.414.377 

Tahun 2011 

Y’ = 10.572.352.376 + 73.354.000 (4) 

                 = 10.865.768.378 

Jumlah pendapatan retribusi daerah pada tahun 2011 diprediksikan 

sebesar   Rp 10.865.768.378 

Tahun 2012 

Y’ = 10.572.352.376 + 73.354.000 (5) 

             = 10.939.122.378 

Jumlah pendapatan retribusi daerah pada tahun 2012 diprediksikan 

sebesar  Rp 10.939.122.378 

Tahun 2013 

Y’ = 10.572.352.376 + 73.354.000 (6) 

            = 11.012.476.379 



76 
 

Jumlah pendapatan retribusi daerah pada tahun 2013 diprediksikan 

sebesar  Rp 11.012.476.379 

Tahun 2014 

Y’ = 10.572.352.376 + 73.354.000 (7) 

            = 11.085.830.379 

 Jumlah pendapatan retribusi daerah pada tahun 2014 diprediksikan 

sebesar  Rp 11.085.830.379 

Tabel 5.7 

Hasil Perhitungan 
Prediksi Pendapatan Retribusi Daerah 

Kabupaten Klaten 
Tahun 2010 s/d Tahun 2014 

  (Dalam Rupiah)  

 

 

 

 

 

  Sumber : Data yang diolah 

Dari hasil peramalan ini diketahui bahwa jumlah pendapatan pajak 

daerah terus meningkat, namun untuk retribusi daerah hasil peramalan tahun 

2010 sampai dengan tahun 2013 menunjukan hasil yang lebih sedikit 

dibanding hasil tahun 2009 yang sebesar Rp 11.040.689.097. Hal ini 

menunjukkan, agar ada upaya dari dinas terkait untuk meningkatkan 

pendapatan dari sektor retribusi daerah, sehingga pendapatan dari retribusi 

Tahun Prediksi 
Penerimaan 

Retribusi Daerah 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 

10.792.414.377 
10.865.768.378 
10.939.122.378 
11.012.476.379 
11.085.830.379 
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daerah dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi Pendapatan Asli 

Daerah.  

Tabel 5.8 

Prediksi Pendapatan Asli Daerah 
Dari Sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

Kabupaten Klaten 
Tahun 2010 s/d Tahun 2014 

(Dalam Rupiah)  
 

 
Tahun 

Prediksi 

Pajak daerah Retribusi daerah 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 

22.882.976.467 
25.468.954.197 
28.054.931.928 
30.640.909.658 
33.226.887.389 

10.792.414.377 
10.865.768.378 
10.939.122.378 
11.012.476.379 
11.085.830.379 

Sumber: Data yang diolah  

 

Gambar 5.1 
 Trend Pajak Daerah Tahun 2007 s/d Tahun 2014 
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Gambar 5.2 
Trend Retribusi Daerah Tahun 2007 s/d Tahun 2014 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1a. Besarnya kontribusi pendapatan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli 

Daerah di Kabupaten Klaten dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 

adalah sebagai berikut: tahun 2005 sebesar 29,01%, tahun 2006 sebesar  

33,05%, tahun 2007 sebesar 28,09%, tahun 2008 sebesar 33,84%, dan 

tahun 2009 sebesar 37,04%. Sedangkan rata-rata kontribusi pajak 

daerah selama lima tahun tersebut yaitu sebesar 32,21%.  

b. Besarnya kontribusi pendapatan retribusi daerah terhadap Pendapatan 

Asli Daerah di Kabupaten Klaten dari tahun 2005 sampai dengan tahun 

2009 adalah sebagai berikut; tahun 2005 sebesar 32,11%, tahun 2006 

sebesar 26,41%, tahun 2007 sebesar 19,18%, tahun 2008 sebesar 

19,95%, dan tahun 2009 sebesar 20,27%. Sedangkan rata-rata 

kontribusinya selama lima tahun tersebut yaitu sebesar 23,58%.  

2a. Perbandingan pendapatan pajak daerah pada tahun 2006 mengalami 

kenaikan sebesar 34,12% dibandingkan tahun 2005. Pada tahun 2007 

pendapatan pajak daerah mengalami kenaikan sebesar 12,15% 

dibandingkan tahun 2006. Pada tahun 2008 pendapatan pajak daerah 
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mengalami kenaikan sebesar 23,15% dibandingkan pendapatan pajak 

daerah tahun 2007, dan pada tahun 2009 pendapatan pajak daerah 

mengalami kenaikan sebesar 19,91% dibandingkan pendapatan pajak 

daerah tahun 2008.  

b.  Perbandingan pendapatan retribusi daerah pada tahun 2006 mengalami 

penurunan sebesar 3,18% dibandingkan pendapatan retribusi daerah 

tahun 2005. Pada tahun 2007 pendapatan retribusi daerah mengalami 

penurunan dibandingkan pendapatan retribusi daerah tahun 2006  

sebesar 4,17%. Pada tahun 2008 pendapatan retribusi daerah mengalami 

kenaikan sebesar 6,30% dibandingkan pendapatan retribusi darah tahun 

2007, dan pada tahun 2009 pendapatan retribusi daerah mengalami 

kenaikan sebesar 3,91% dibanding  pendapatan retribusi daerah tahun 

2008.  

3a. Prediksi pendapatan pajak daerah Kabupaten Klaten tahun 2010 sampai 

dengan tahun 2014 menunjukan adanya peningkatan dari tahun ke 

tahun. Tahun 2010 pendapatan pajak daerah diprediksikan sebesar Rp 

22.882.976.467, pada tahun 2011 sebesar  Rp 25.468.954.197, pada 

tahun 2012 sebesar Rp 28.054.931.928, pada tahun 2013 sebesar Rp 

30.640.909.658 dan pada tahun 2014 sebesar Rp 33.226.887.389 

b. Prediksi pendapatan retribusi daerah Kabupaten Klaten juga mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun selama tahun 2010 sampai dengan 

tahun 2014. Pada tahun 2010 prediksi pendapatan retribusi daerah 

sebesar Rp 10.792.414.377, pada tahun 2011 Rp 10.865.768.378, pada 

tahun 2012 sebesar Rp 10.939.122.378, pada tahun 2013 sebesar  Rp 
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11.012.476.379 dan pada tahun 2014 pendapatan retribusi daerah 

diprediksikan sebesar Rp 11.085.830.3795. 

 

B. Keterbatasan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah Klaten 

Penulis menghadapi keterbatasan-keterbatasan penelitian sebagai berikut : 

1.  Dalam melakukan penelitian, data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten hanya melalui 

teknik wawancara dan dokumentasi, sehingga fakta-fakta yang sebenarnya 

terjadi serta analisis dan hasil analisis ini signifikan hanya pada data-data 

dari dinas tersebut. 

2. Data yang ada di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Klaten yang berupa Daftar Anggaran dan Realisasi 

Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten hanya berjumlah satu dan tidak ada 

salinannya sehingga banyak dokumen yang hilang. 

 

C.  Saran 

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini belum sempurna, namun 

dengan hasil penelitian ini penulis memberikan saran yang diharapkan 

menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten 

khususnya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Klaten: 

1. Dengan melihat dari hasil dari angka indeks yang penulis buat, maka 

dengan perkembangan seperti ini, Pemerintah Daerah Kabupaten 
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Klaten perlu melakukan kajian-kajian dan evaluasi kembali terhadap 

proses dan hasil yang telah dicapai untuk mengetahui apakah hasil ini 

sudah cukup optimal dengan pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat. 

2.  Data-data yang ada diharapkan untuk disimpan dalam database 

sehingga tidak mudah hilang dan dibuat daftar peminjam atau peneliti 

yang menggunakan  data-data tersebut, sehingga apabila ada data yang 

hilang mudah ditelusuri. 

3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih dalam 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah 

dan efektifitas kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah.    

4. Untuk peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian yang sama 

dengan membandingkan sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-

Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru yang 

mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010 dengan ada beberapa 

tambahan jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang baru seperti 

pajak rokok, pajak sarang burung walet, PBB pedesaan kota atau 

kabupaten, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, retribusi 

tera, retribusi pengendalian menara telekomunikasi, retribusi 

pelayanan pendidikan dan retribusi izin usaha perikanan, sehingga 

dapat memberikan informasi yang lebih luas bagi Pemerintah Daerah 

Kabupaten Klaten untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam 
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arti Pendapatan Asli Daerah dapat memberikan kontribusi yang 

optimal bagi Pendapatan Daerah.    
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